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ABSTRAK
Nama : Karman Jaya
Nim : 10400114254
Judul : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Hakim Pada Tindak Pidana
Kesusuilaan (Studi PutusanNomor :06-K/PM III-16/AL/ I/2017).
Skripsi ini membahas tentang Analisis Putusan Pengadilan Milter III-16
Makassar Terhadap Seorang TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan
(Studi kasus Nomor : 06-K/PM III-16/AL/I/2017) selanjutnya di Jabarkan
kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu :
1).Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Kesusilan? 2).pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana
terhadap tindak Pidana Kesusilaan?Jenis penelitian yang digunakan yaitu
penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus.Sumber data yang di gunakan data primer dan
data sekunder.Metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan
dokumentasi .Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah
reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan serta analisis data yang di
gunakan deskriptif kualitatif.
Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu, 1).Penerapan Hukum Pidana
Materil terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam Putusan Nomor? Menyatakan
bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan pasal 281 ke 1 KUHP , serta keterangan
saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi untuk
menjatuhkan pidana pada terdakwa. Namun putusan terdakwa hanya dijatuhi
hukuman 3(tiga) Bulan penjara.Seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman maksimal
yakni 2(dua) tahun delapan bulan  penjara penjara sesuai dengan yang di muat
dalam pasal 281 ke 1 KUHP mengingat perbuatan terdakwa sudah terbukti
.2).Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 6-K/PM III-
16/AL/I/2017 didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir
yang akan diambil. Menurut pasal 281 ke 1 KUHP telah dijelaskan secara rinci.
Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam
mempertimbangkan kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentua yang berlaku di
tambah dalama fakta yang terjadi dilapangan,perbuatan terdakwa dengan wanita
yang bukan istri sahnya dilakukan secara berulang, sehingga wanita tersebut
melahirkan anak dari terdakwa serta terdakwa pernah pula di putus oleh
pengadilan militer III-16 Makassar melakukan Diserse dengan Nomor PUT/33-
K/PM.III-16/AL/II/2016 dan hakim tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu
hal-hal yang memberatkan.
Implikasi penelitian yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus
memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan memberikan
putusan yang seadil-adilnya.
1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu upaya penegakan keadilan di Indonesia melalui
Peradilan Militer  untuk  para Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran TNI sebagai alat
negara di bidang pertahanan yang berfungsi menjaga kedaulatan dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta seluruh tumpah darah bangsa.TNI
dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara,
mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,
ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah
diratifikasi.
TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi
tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang
dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan
tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer
ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum.1
Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer. Peran
Peradilan Militer ini salah satunya sebagai sarana pembinaan  bagi prajurit TNI
agar citra TNI tetap baik dimata masyarakat. Rekapitulasi data perkara dari
pengadilan militer inilah sebagai bukti bahwa para prajurit pun masih banyak
yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Padahal para prajurit
1Mulya SumaperwataS, Hukum Acara Peadilan Militer (Jakarta:Alumnus Press,2007), h.56.
2dianggap sebagai tauladan di masyarakat. Dimana segala perbuatan dari prajurit
akan dinilai oleh masyarakat. Data dari Pengadilan Militer Makassar, kasus
asusila termasuk dalam 4 kasus yang paling sering terjadi di lingkungan TNI  dan
bagi anggota TNI yang melakukan pidana diproses di peradilan tersendiri di luar
peradilan umum yaitu proses di pengadilan militer yaitu  tercantum dalam pasal 5
ayat (1) pada Undang-undang Nomor 31 Tahun1997 tentang peradilan militer
tetapi dalam perkara kesusilaan KUHP tetab berlaku untuk TNI Sesuai dengan
asas equality before the law, siapapun orang yang melanggar ketentuan dalam
hukum dan apapun profesinya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan
pelanggaran yang dilakukannya.2 Dalam hal perbuatan zina dilakukan oleh
anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana
Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam
menyelesaikan perkara di pengadilan. lebih tepatnya muat pada pasal 284 sampai
pasal 296 KUHPidana.3
Begitupun dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt., yang
tercantum dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang syari’at Islam,
seperti orang  yang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelakunya yang
berstatus belum menikah atau hukuman rajam bagi pelakunya yang telah
berstatus janda atau duda maupun yang sudah memiliki ikatan
2Amiroeddin Sjarit,, Hukum Disiplin militer Indonesia(Jakarta:Rineka Cipts,1999),h.21
3R.Soesilo KUHP.serta komentar-komentarnya (Bogor.Politea,1996),h.208.
3perkawinan, sehingga Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nurr/24:2
tentang hukuman bagi umat muslim yang melakukan perzinahan yang
berbunyi :
Terjemahnya:
“Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing
dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada
keduanya Dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu
beriman mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang
yang beriman”.4
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Alfatih, 2013), h. 285.
4Sebagai warganegara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk terhadap
segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik, khususnya
dalam pelanggaran pidana yang juga termasuk dalam ranah hukum publik.
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUH Pidana seperti pencurian,
penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan seperti dalam
Sanksi yang tegas terhadap prajurit yang melanggar kesusilaan memang sudah di
amanatkan dalam Surat Telegram Konfidensial (STK) Panglima TNI No.198
Tahun 2005,STK ini menyatakan bahwa setiap anggota militer yang melakukan
tindak pidana kesusilaan harus di pecat dari dinas militer.5
Dalam putusan pengadilan militer III-16 Makassar telah memutus kasus
tindak pidana kesusilaan di antaranya adalah putusan  Nomor 78-K/PM III-
16/AD/V/2017 atas nama Terpidana Endra Setiawan hakim menjatuhkan putusan
pidana penjara 8(delapan Bulan) dan di pecat dari dinas Militer karna dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan
sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebelunya pengadilan militer III-16
makassar juga telah memutus kasus yang serupah nomor 95-K/PM III-
16/AD/VII/2016 dengan nama terdakwa adalah Faisal,Hakim menjatuhkan pidana
pokok selama 9(Sembilan) bulan dan pidana tambahan berupa di pecat dari dinas
militer.
Dalam putusan kasus kesusilaan di atas terdapat hukuman yang hampir
sama,ini menandai akan beratnya sanski bagi TNI yang dipandang sebagai institusi
5Putusan pengadilan Militerhttps://Hukum Online.go.id,di aksespada
pukul 23.01WITA 13 Oktober 2017
5yang anggotanya harusnya sadar dan mentaati aturan hukum yang berlaku. Hukum di
Indonesia mengatur bahwa tidak ada satu orangpun warga negara Indonesia yang
kebal terhadap hukum, sekalipun dirinya adalah anggota TNI.
Tapi di dalam putusan putusan pengadilan militer III-16 Makassar No.6
K/PM III-16/AL/I/2017) dengan nama terdakwa A.Syarifuddin berpangkat
Kapten Laut serta tugas di Lantamal VI Makassar Perbuatan terdakwa telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesusilaan, sehingga Hakim memutuskan
bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
kesusilaan maka dari itu terdakwa di putuskan dengan pidana penjara 3(tiga)
Bulan,melihat putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim maka ini berbeda
dengan putusan kasus-kasus tindak pidana kesusilaan yang di putus oleh
pengadilan militer III makassar khusunya dari segi sanksi atau hukumanya
dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji Iebih
jauh tentang pidana kesusilaan pada TNI khususnya terhadap putusan hakim
dalam menjatuhkan pidana, sehingga penulis memilih judul “Analisis Putusan
Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Studi PutusanNomor 6-
K/PMIII-16/Al/I/2017).
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus penelitian
Fokus pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa putusan
pengadilan serta pandangan beberapa hakim di pengadilan Militer III-16 makassar
tentang tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh TNI , serta pertimbangan
6dan hambatan yang di hadapi hakim dalam mejatuhkan hukuman kepada TNI
yang melakukan tindak pidana kesusilaan
2. Deskripsi fokus
a) Putusan Hakim
Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum
dan tertutup untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu kasus.
b) TNI
suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara kesatuan
republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan
Negara untuk menegakkan kedaulatanNegara dan mejalankan operasi
militer untuk peran  serta ikut secara aktif dalam tugas pemelihraan
perdamaian regional dan internasional.
c) Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang
dandiancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain
perbuatanyang bersifat aktif, juga perbuatan yang bersifat pasif.
d) Kejahatan Seksual
Kejahatan seksual merupakan  semua tindakan seksual, percobaan
tindakanSeksual antara pria dan wanita
e) Pengadilan Militer III-16 Makassar
7Pengadilan Militer III-16 Yang bertempat di Kota Makassar Provinsi
Sulawesi selatang yang berwenang mengadili tindak pidana yang di
lakukan oleh TNI.
C. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari beberapa masalah tindak kesusilaan di atas dan
prosedurmajelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana
kesusilaan serta merujuk pada peraturan perundang undangan yang berlaku, maka
penulis menemukan beberapa masalah antara lain:
1. Bagaimanaka Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku tindak
Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor : 6-K/PM III-16/AL/I/2017).?
2. Apakah dasar pertimbangan Hukum majelis hakim dalam menjatuhkan
putusan dalam perkara tindak pidana kesusilaan Nomor 6-K/PM III-
16/AL/I/2017).?
D. Kajian Pustaka
Sri Hartati dalam skripsinya Peranan Ankum dalam Pemberhentian
prajurit TNI AD secara administrasi.
Siti sunarti dalam Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana
pemerkosaan yang di lakukan oleh TNI.
Ika karnila pada skripsinya yang berjudul Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh
Pengadilan Militer Kepada Pelaku Tindak Pidana Merusak
Kesopanan/Kesusilaan Di Depan Umum.
8Odi Eka Putra Pada Skripsinya Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang
Dilakukan Olehanggota TNI(Studi Kasus Di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer
II-10 Semarang).
Eka Wijaya Salalahi Pada skripsinya analisis yuridis terhadap tindak
Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang
telahdisebutkan di atas maka tujuan dan kegnaan dari penelitian ini antara lain:
1. Tujuan penelitian
a. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku
tindak Pidana Kesusilaan Putusan Nomor : 6-K/PM III-
16/AL/I/2017).?
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum majelis hakim dalam
menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana kesusilaan Nomor
6-K/PM III-16/AL/I/2017).?
2. Kegunaan penelitian
a) Kegunaan teoritis
Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan
hukum, khususnya hukum pidana, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut
baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang
lebih lanjut dalam halmengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan
9hakim dalam memutuskanperkara pidana kesusilaan yang di lakukan oleh
TNI.
b) Kegunaan praktis
1). Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan
pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan
pada hukum pidana pada khususnya.
2). Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca
mengenai tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh TNI.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Militer
1.Pengertian Hukum Pidana Militer
Militer Hukum pidana militer adalah bagian dari hukum positif yang
berlaku bagi ruang lingkup badan peradilan militer, yang menentukan dasar
dasardan peraturan tentang tindakan terlarang dan diharuskan terhadap prajurit
yang melanggarnya diancam dengan pidana dan menentukanpula dalam hal
pelanggar mempertanggungjawabkan atas tindakannya serta menentukan juga
tentang cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi
tercapainya keadilan dan ketertiban.6
Seperti diketahui bahwa Hukum Pidana Militer di sampingmerupakan
bagian dari Hukum Militer juga merupakan bagian dariHukum Pidana pada
umumnya.Bahkan dikatakan Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana
Khusus (lex spesialis) dibandingkandengan Hukum Pidana Umum (lex generali).7
Kekhususan Hukum Pidana Militer didasarkan pada keberlakuaannya yang
ditujukan kepada golongan justisiabel tertentu yang dalam hal ini adalah militer
dan yangdisamakan serta non-militer dalam hal yang lebih khusus.7
Suatu kekhususan dari hukum Acara Pidana Militer adalahbahwa kepada
para Komandan (Ankum/Papera) diberikan kewenangan tertentu dalam proses
penyelesaian suatu perkara pidana sejak dari tahap penyidikan sampai penuntutan
6Moch.Faisal Salam,S.H,M.H Hukum Pidana Militer ( Manda maju, 2006),h.12
7Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2009), h. 14.
11
perkara,bahkan sampai kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut
tentunya merupakan konsekuensi logis dari ditegakkannyadasar-dasar organisasi
militer.
2. Penyelesaian Menurut Hukum Acara Pada Peradilan Militer
Hukum acara pada peradilan Militer yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 31 tahun 1997 disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan
memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain
tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan berbagai
kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Tentara
Nasional Indonesia, yaitu :
1) Asas kesatuan Komando.
Dalam kehidupan Militer dengan struktur organisasinya, seorang
komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap
kesatuan dan anak buahnya.Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang
penyerahan perkara dalam perkara pidana, sesuai dengan asas kesatuan komando
tersebut diatas, dalam Hukum Acara pidana Militer tidak dikenal adanya pra
peradilan dan pra penuntutan.
2) Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya
Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan
berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih sehingga seorang komandan harus
bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
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3) Asas kepentingan Militer.
Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan
militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan,
namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu di seimbangkan
dengan kepentingan hukum.
Berdasarkan pendekatan kesisteman, sepanjang tidak bertentangan dengan
asas dan ciri-ciri tata kehidupan angkatan bersenjata, berbagai konsepsi dan
rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 yaitu muatanya mencakup :
1.) Tahap Penyidikan
Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur adalah
Penyidik.Namun kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang
berhak menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh
penyidik Polisi Militer dan / atau Oditur.Dalam hal penyelidikan
pelaksanaanya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer. Atasan yang berhak
menghukum dan perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan
penahanan, yang pelaksanaan penahananya hanya dilaksanakan di rumah
tahanan Militer, karena dilingkungan peradilan militer hanya dikenal satu
jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.
2.) Tahap penyerahan perkara
Wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada
13
pada perwira penyerah perkara, dalam hukum acara pidana militer, tahap
penuntutan termasuk tahap penyerahan perkara,dan pelaksanaan
penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung
jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial
bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.
3.) Tahap pemeriksaan dalam persidangan
Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan
biasa, cepat, Khusus dan koneksitas.Acara pemeriksaan cepat adalah acara
untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan umum.Acara
pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer
pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakir
untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran
yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Acara pemeriksaan
Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel
peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan
persetujuan Meteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dalam pemeriksaan di
sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan di periksa
terlebih dahulu. Pada asasnya sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk
pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.Pada
prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim mejelis kecuali dalam
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acara pemeriksaan cepat.Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum
Acara Pidana Militer mengenai peradilan in Absensia yaitu untuk perkara
desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal
kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu
segera ditentukan status hukumnya.9
4.) Pelaksanaan Putusan
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali
yang memuat pidana mati, wajib dengan segera dilaksanakan oleh oditur sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan dibadan-
badanpermasyarakatan militer apabila ditempat kedudukan Badilmil serta
Boatmil tidak terdapat badan permasyarakatan militer, maka terpidana
dikirim ke Bamasmilterdekat.
2. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabilaterdakwa
dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, makaterpidana
menjalani pidananya di LPU (Lembaga Pemasyarakatan Umum)
tanpamenunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang
berwenang.
3. Pidana mati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari presiden
republik Indonesia.
4. setelah diucapkan putusan pembebasan daridakwaan atau diepaskan dari
segala tuntutan hukum, oditur yang bertindaksebagai penuntut umum
seketika itu juga membebaskan terdakwa apabila ia adadalam tahanan.
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5. jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara ataukurungan dan
kemudian dijatuhi pidan ayang sejenis sebelum ia menjalani pidanayang
dijatuhkan terdahulu, maka pidana yang satu dan pidana yang lain
harusdijalani berturut-turut berkesinambungan.
6. putusan pidana denda, jangkawaktu yang diberikan kepada terpidana ialah
satu bulan terhitung sejak putusanmemperoleh kekuatan hukum tetap
untuk melunasinya, kecuali dalam halpelanggaran lalu lintas harus dilunasi
seketika itu juga.
7. apabila putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas
untuk negara, Ka Otmilmengesahkan pelelangan barang bukti tersebut
kepada kantor lelang Negara setempat dan dalam waktu 3 (tiga) bulan
sesudah dijual, hasil lelang disetor kerekening bendahara umum negara
pada bank Indonesia.
8. pelaksanaanpidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh
regu tembak sesuaidengan ketentuan yang diatur untuk pelaksanaan pidana
tambahan, Ka Otmilwajib meneruskan salinan putusan tersebut kepada
instansi yang berwenangdengan permohonan dilaksanakan.
9. untuk pengawasan danpengamatan pelaksanaan putusan, setiap putusan
pengadilan.8
B.TINDAK PIDANA
1.Pengertian Tindak Pidana
8Mulya Sumaperwata,S.H,M.H Hukum Acara Peradilan Militer (Bogor :Alumnus Press,2007), h.89
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Tindak Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana merupakan suatu
pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang kita telah
menggunakan perkataan “strafbaarfeit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal
sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang
dimaksud dengan perkataan “strafbasarfeit” tersebut. Istilah tindak pidana
merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, pengertian “strafbaarfeit” menurut
Vos yang dikutip dalam bukunya Bambang Poernomo adalah suatu kelakuan yang
pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normatif).Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau
kriminologis.Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah
perbuatan seperti yang terwujud in-abstrcto dalam peraturan pidana. Sedangkan
kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi
norma yang hidup di masyarakat secara konkret dan pelaku tindak pidana dapat
dikatakan merupakan subjek tindak pidana.9
Beberapa Sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan
istilah Strafbaar Feit, sebagai berikut :
1. Simons: Tindak Pidana adalah kelakuan (Handeling) yang diancam dengan
pidana, yang berdifat melawan hukum, yang berhubungan dengan
9Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Bina
Aksara, 1983).h.16
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kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung
jawab.
2. Moeljanto: Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan
tersebut.
3. Wirjono Prodjodikoro: Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Pompe: Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :
a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma,
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum.
b. Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di
hukum.
5 Vos: Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh
peraturan undang undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya
dilarang dengan ancaman pidana.10
10Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif.(Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012), hlm. 95.
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya
pasalpasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.
Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan–tindakan
dari si pelaku itu harus dilakukan.
Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D.Simons, ahli hukum
dalam pandangan monistis, yang dikutip dalam bukunya Soedarto yaitu :
a. Perbuatan manusia ( positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan ).
b. Diancam dengan pidana ( strafbaar gesteld).
c. Melawan hukum ( onrechtmatig )
d. Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband stand )
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
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Moeljanto merumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut
:
1. Perbuatan Manusia.
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut
merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada
akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus
cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.
3.Jenis-jenis Tindak Pidana
Dengan demikian, Wiryono Projodikoro menyetujui dua jenis delik
menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang di
Indonesia, yaitu:
\a) Kejahatan (Misdrijven)
b) Pelanggaran (Overtredingen)
Perbuatan-perbuatan pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan
pelanggaran, dapat di bedakan pula antara lain :
a) Delik dolus dan delik culpa Delik dolus diperlukan adanya kesengajaan
misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada delik culpa, dapat dipidana bila
kesalahannya itu berbentuk kealapaan, misalnya Pasal 359 KUHP.
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b) Delik commissionis dan delikta commissionis. Pertama adalah delik yang
terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh
aturan-aturan pidana, misalnya pasal 362, 372 dan 378. yang kedua adalah
delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya
berbuat, misal pasal 164.
c) Delik biasa dan delik yang dikualifisir (dikhususkan). Delik yang belakangan
adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan
ancaman pidananya. Adakalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara khas
dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek khas
d) Delik menerus dan delik tidak menerus. Dalam delik menerus perbuatan yang
dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.Jadi perbuatan dilarang
tidak habis ketika kelakuannya selesai dan begitu sebaliknya delik tidak
menerus.11
C.Tindak Pidana Kesusilaan
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.
Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti zeden, sedangkan dalam bahasa
Inggris berarti morals. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai :
a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
11M.Yahya Harahap,S.H,Pembahasan dan permasalahan KUHP (Jakarta:sinar grafika,2013),h.56
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b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
c. Pengetahuan tentang adat.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesusilaan merupakan suatu aspek dari
pada moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia. Kesusilaan
mengenai juga adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak
mengenai kelamin (seks) seorang manusia.Sedangkan kesopanan pada umumnya
menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam hubungan berbagai anggota
masyarakat.Soesilo memberikan istilah kesopanan dalam arti kata kesusilaan
(zeden eerbaarheid) yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu
kelamin.
Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang,pengertian
mengenai perbuatan melanggar kesusilaan (schenneisdereerbaarheid) adalah suatu
perbuatan yang termasuk dalam pengertianhubungan seksual antara pria dengan
wanita.
Apabila dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi,
yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum dipandang sebagai suatu
perbuatanyang keterlaluan dan telah membuat orang lain yang melihatnya
menjadimempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.12
Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa delik kesusilaan
adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan.Definisi singkat dan sederhana
12Novia Hillary, jurnal upaya penanggulangan kesusilaan dengan korban anak(Bosowa,2014),h.18.
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itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya
ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaaan itu cukup
luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di
dalam masyarakat.Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana
mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan
dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai
kesusilaan yang minimal.
Delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari dua kelompok
tindak pidana,yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II
KUHP dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Buku III KUHP.
Kejahatan kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP diatur dalam Pasal 281
sampai dengan Pasal 303 KUHP. Tetapi, khusus terhadap kejahatan yang ada
kaitannya dengan hubungan seks yang dikategorikan dalam hukum pidana sebagai
kejahatan
Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut :
1. Pasal 281 KUHP, yaitu tentang merUsak kesusilaan di depan umum.
2. Pasal 282 KUHP, yaitu mengatur tentang pornografi.
3. Pasal 284 KUHP, yaitu mengatur tentang zina.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengatur tentang perkosaan.
5.Pasal 286 KUHP, yaitu tentang persetubuhan dengan wanitapingsan, di luar
perkawinan.
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6. Pasal 287 KUHP, yaitu bersetubuh dengan wanita yang belumdewasa.
7. Pasal 288 KUHP, yaitu larangan bersetubuh dengan wanita di dalam
perkawinan.
8.Pasal 289 KUHP, yaitu mengatur tentang perbuatan cabul dengan
kekerasan/ancaman kekerasan.
9. Pasal 290 KUHP :
a) Pasal 290 ke-1 KUHP, yaitu tindak pidana perbuatan cabul dengan
orang pingsan.
b) Pasal 290 ke-2 KUHP, yaitu mengenai perbuatan cabul dengan orang
yang belum 15 tahun.
c) Pasal 290 ke-3 KUHP, yaitu tindak pidana membujuk orang yang
belum 15 tahun untuk dicabuli.
10. Pasal 292 KUHP, yaitu perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa
yang sejenis (homoseksual).
11. Pasal 293 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana denganpemberian
menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul.
12. Pasal 294 KUHP, yaitu tindak pidana mengenai perbuatan cabul, dengan
orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atauyang mempunyai
hubungan.
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13. Pasal 295 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana memudahkananak di bawah
umur untuk berbuat cabul.13
D. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.
Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim.
Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan
oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,
yaitu sebagai berikut:
1) Teori Keseimbangan: Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah
keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan
kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan
diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi,dalam penjatuhan
putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar
bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan
melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam
perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.
Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan
oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
13R.Soesilo,KUHPserta komentar-komentarnya (Bogor.Politea,1996),h.216.
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3) Teori Pendekatan Keilmuwan: Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa
proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-
hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam
rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4) Teori Ratio Decindendi: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang
mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok
perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundangundangan
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum
dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada
motivasi yang jelas.
5) Teori Kebijaksanaan: teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing,
membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi
manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.14 .
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan
Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian
kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa,
dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam
14Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif(Jakarta.:Sinar Grafika.
. 2010.), hlm.103.
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sidang 28 suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu
sederhana, cepat dan biaya ringan.
Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan,
dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian
negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau
kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut
undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas
moral yang baik.
Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya
(Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:
a) Keterangan Saksi
b) Keterangan Ahli
c) Surat
d) Petunjuk
e) Keterangan Terdakwa.15
15M.Yahya Harahap,S.H,Pembahasan dan permasalahan KUHAP (Jakarta:sinar grafika,2013),h.87
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Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena
jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan
amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat
dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.
ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim,
yaitu:
a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana.
b. Putusan bebas.
c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan
pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai
undangundang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi
eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional
kepada public (the truth and justice). Hakim dalam menjatuhkan putusan
mempertimbangkan hal-hal berikut :
a) Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan
kasus atau perkara.
b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani
dari hakim itu sendiri.
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Selanjutnya Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan
oleh hakim.8Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat
dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam
suatu perkara.Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus
memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:
1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian
konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.
Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin
keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim
memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :
1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakuka
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan
dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.
Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap
perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak
terlepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada
prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap
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telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga
ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana,
menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :
1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah
terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer
adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu
aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan
terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim
menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas
perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pemidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur
unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar
oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai
Terdakwa.
F. Teori Keadilan Berdasarkan Hukum Pidana.
Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan
(rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada
satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu
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kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.Konsekuensinya, adalah
tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.
Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain
hukum, seperti moral atau agama.Jika masing-masing tata aturan tersebut
berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan
untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain.Masing-masing tata aturan
sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang
berbeda-beda.
Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias
politik dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim
Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah
bukan hukum, menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi
hukum. Akhirnya konsep hukup dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu
demokrasi dan liberalism. Sedangkan bias ideologis terkait dengan masih kuatnya
pengaruh aliran hukum alam..16
Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik
tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum.
Hukumdan keadilan adalah dua konsep yang berbeda.Hukum yang dipisahkan
dari keadilan adalah hukum positif.
Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara
terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis
16Mubtasir Syukri, Keadilan dalam Sorotan(Bogor:Pustaka ,2014),h.34
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untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan.Jika hukum dan keadilan identik,
jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial
yang disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum
adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral.Tendensi mengidentikan hukum
dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini
merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.
Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang
sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan
politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.
Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang
meletakkan dasar bagi keadilan.Pengertian keadilan menurut Plato yang
menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa
dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang
dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.
Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika
Aristoteles memulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum
positif.Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati
problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara
Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional.
Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis
perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan
oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:
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1. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada
seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
2. Keadilan Distributif Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap
seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
3. Keadilan Kodrat Alam Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai
dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
4. Keadilan Konvensional Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana
jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan
yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan Perbaikan Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha
memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.
Sementara itu, macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori
Plato adalah sebagai berikut:
1. Keadilan Moral : pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi
apabila mampu memberikan perlakukan seimbang antara hak dan
kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural : pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang
terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang
diharapkan. Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural adalah
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benar bisa menjadi salah, jika secara materil dan susbtansinya melanggar
keadilan.17
Demikian pula sebaliknya, apa yang secara formal adalah salah bisa
menjadi benar, jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim
dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi
keadilan).
G. Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang
dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya,
yaitu straf.Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik
perdata, administratif, disiplin dan pidana.Sedangkan istilah pidana diartikan
sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.
Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan
bahwa:
“Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa
ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata
17Achmad Ali, .Menguak tabir hukum.( Bogor :Ghalia Indonesia,2008):.h.123.
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karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus
ditegakkan oleh negara”.
Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih,
2010:12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri
sebagai berikut:
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak
menyenangkan;
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan
tindak pidana menurut undang-undang.
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada umumnya
diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai
penghukuman.
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana
seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (M. Taufik
Makarao, 2005: 16), menyebutkan bahwa: “Penghukuman berasal dari kata dasar
hukum, sehingga dapat diartikansebagai menetapkan hukum atau memutuskan
35
tentang hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak
hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh
hakim.
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut
Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu:
a. Teori absolut atau teori pembalasan;
b. Teori relatif atau teori tujuan, dan
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien).18
Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori
pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:
a. Teori absolut atau teori pembalasan;
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan
pidana.Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.
Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hegel. Mereka
menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu
18 Lamintang..Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.(Bandung:PT Citra Aditya Abadi,2009),h.98.
36
kejahatan.Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum.
Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan,Semua
perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.
Menurut Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan bahwa:
“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau
wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan
melaksankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap
pelanggarannya”.
b. Teori relatif atau teori tujuan
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus
diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini antara lain Paul
Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan
teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu, tindakan pidana dihubungkan dengan
kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu
dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik
kembali. ri relatif atau teori tujuan.
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien)
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12),
beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk
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memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku
kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.
Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif.
Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan
jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dam
pendidikan.
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus dingat adalah bahwa
penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun
pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata,
tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah
dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan
memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar
dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian
sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.
Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), tujuan pemidanaan mempunyai
tujuan ganda, yaitu:
a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan
si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak
pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan
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b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan
dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat
manusia.
3. Jenis-Jenis Pidana
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu
pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya
boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang
ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari
pidana tambahan.
a. Pidana pokok
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 10
KUHP adalah sebagai berikut:
1) Pidana mati
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2009: 175), tujuan hukuman mati selalu
diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut
melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka
dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati
dilaksanakan di muka umum.
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan
Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang
Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
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Dalam pasal 1 penetapan presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas
menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan,
baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan
ditembak sampai mati.
2) Pidana penjara
Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan bahwa:
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga
emasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis
ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk
dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang
jabatan publik dan lain-lain.
3) Pidana kurungan
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang
dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.
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Menurut Niniek Suparni (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah
sebagai berikut:
“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan
kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai
dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara
yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang”.
4) Pidana denda
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda
oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia
telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.19
Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik
terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi,
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama
terpidana.
.Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan,
maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak
dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai
pengganti dari pidana denda.
b. Pidana tambahan
19Fuad Usfa,Pengantar Hukum pidana (Bandung:UMM Press ,2007),h.97.
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Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok
yang dijatuhkan.Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal
tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.Pidana tambahan ini bersifat
fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana
tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok.
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:
1). Pencabutan hak-hak tertentu
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut
oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan
pengadilan, hak menjadi wali,
5. Hak menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
2) Perampasan barang tertentu
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya
pidana denda.Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu
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berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dengan
kejahatn dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.Tidak
diperkenankan merampas semua barang milik si terhukum.
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam
Pasal 39 KUHP yaitu: “Ayat(1)yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana yang
diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan
kejahatan, dapat dirampas.
Ayat (2) yaitu Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah
ditentukan dalam undang-undang.
Ayat (3)yaitu Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas
barang-barang yang telah disita”
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur
bahwPidana tambahan pengumuman hakim ini dimaksudkan terutama untuk
pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesemberonoan
seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Jenis penelitian  yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
gabungan antara penelitian normatif dan penelitian empiris.20Penelitian normatif
digunakan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh TNI serta kendala – kendala yang
di alami oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana, Sedangkan penelitian
empiris digunakan untuk melihat pertimbangan putusan majelis hakim dalam
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
B. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan
permasalahan dan pembahasan penulis skripsi ini, maka penulis melakukan
penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Militer III-16
Makassar.Lokasi penelitian di pilih denga pertimbangan bahwa lembaga peradilan
yang berwenang menangani kasus tindak pidana kesusilaan di lingkungan TNI
adalah Pengadilan Militer III-16 Makassar yang secara territorial berada di Kota
Makassar.
C. Pendekatan Penelitian
20Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986) , h. 14.
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Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Pendekatan kasus
(CaseApproach). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-
kasusyang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.Kasus-kasus yang
ditelaahmerupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan
hukumtetap.Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah
pertimbangan hakimuntuk sampai pada keputusan sehingga dapat digunakan
sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
D. sumber data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini terdiri atas 2
(dua) jenis data, yakni:
1. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari  hasil penelitian
lapangan yaitu Pengadilan Militer III-16 Makassar, sumber data primer
ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak pihak yang di anggap
telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan di bahas
serta dokumen-dokumen yang di dapat langsung dari lokasi penelitian
seperti Hakim yang menjatuhkan putusan dan pegawai yang
menyimpan berkas atau dokumen perkara serta terpidana anggota TNI
A.syarifuddin .
2. Data Sekunder adalah sumber-sumber yang terkait secara langsung
dengan permasalahan yang diteliti.21 Dalam penelitian ini sumber data
sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku, literature,
artikel hukum, dokumen, KUHP serta KUHPM perundang-undangan
21Sukmadinata dalam Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,
2011), h. 34
.
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dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.
E. Teknik Pemgumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:
a. Studi Lapangan
Penulis melakukan Penelitian yang di lakukan di lapangan  dengan
pengamatan langsung.Dalam hal ini,Penulis Wawancara Responden
Ketua Pengadilan Militer III 16 Makassar,Hakim yang menjatuhkan
putusan yang menjadi objek penelitian.
b. Studi Pustaka
Penulis mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur,
artikel hukum, dokumen, KUHP dan KUHPM serta perundang-
undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
F. Teknik Analisis Data
Data yang di peroleh dari data primer dan data skunder akan di olah dan di
analisis berdasarkan rumusan masalah yang di terapkan sehinggah di peroleh
gambaran yang jelas. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data yang
berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang
dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di sajikan secara deskriptif
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan
permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A.Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan
Sebelum Penulis menguraikan penerapan Hukum pidana materil terhadap
tindak pidana kesusilaan dalam perkara Nomor 06-K/PM III-16/AL/I/2017, maka
perlu di ketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis
hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada pengadilan militer III-16
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
1.Kasus Posisi
A.syarifuddin anggota TNI AL telah menikah secara sah denga HJ Mariam
S.E sesuai kutipan akta nikah No.187/31/X/1997,dari pernikahan mereka telah di
karuniai 3(Tiga) anak serta pernikahan mereka berjalan harmonis sampai
kehidupan rumah tangga A.syarifuddin mulai goyah karna dia memperlihatkan
gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada istri sahnya dan benar Hj
Mariam istrinya menemukan hp A.syarifuddin yang di simpan di jok sepeda
motor, kemudian ia membuka hanphone tersebut dan ia melihat ada sms dari
seorang wanita  yang tidak di kenalnya berbunyi demikian”kalau papi mau
bantuka tolong kita turun besok,karena saya juga perlu papi jadi tolong kita
turun besok sampai selesai urusanku,kalau memang kasihan sama istrinya papi
dan mau di biarkan begitu saja,melihat sms itu,tanggal 25 juli 2015 saat itu Hj
Mariam mendatangi perempuan yang mengirimi pesan untuk suaminya melalui
Hanphone untuk memastikan kebenaranya di temani personil polsek dan babinsa
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setempat setelah di Tanya perempuan itu ia bernama Hj Suri,ia membenarkan
telah menikah dengan suaminya dan telah melahirkan seorang anak laki-laki dari
suami Sahnya, merasa keberatan pada tanggal 27 juli Hj marian istri Sah
melaporkan suaminya kepada pihak kesatuan lantomal VI Makassar untuk
diproses secara hukum.
2.Identitas Terdakwa
Nama Lengkap : Andi Syarifuddin,Amd.
Pangkap/Nrp `: Kapten Laut(T)17923/P
Jabatan : Kaur Kaporlap Disbek
Tempat Tinggal : Lantamal VI/Makassar
Jenisa kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :Islam
Tempat Tinggal : Jln.Serdako Usman Ali No.66 Makassar
3. Dakwaan Oditur
Alternatif
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di temapat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada bulan juli 2000 lima belas dan bulan Agustus  2000 lima
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belas setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi -2 di Jln. Andi Kolo
Desa Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulsel dan di penginapan 77 Siwa
Kec.. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan
tindak pidana:
“ Seorang  pria telah kawin dan melakukan zina padahal diketahui bahwa
pasal 27 BW berlaku baginya “
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui
pendidik Secaba Milsuk Angkatan VII/1 di Kodikal Surabaya lulus
dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sinoal Dumai kemudian
dipindahkan ke Lantamal IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993,
dipindahkan ke lantamal I Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke
Lantamal VI Makassar, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari
dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali Lantamal VI Makassar sampai
melakukan perbuatasn yang menjadikan perkara ini dengan pangkat
Kapten Laut (T) NRP 17923/P
b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 oktober 1997 di kab. Maros menikah
secara sah dengan Saksi-1 (Hj. Mariam, SE) dengan mendapat ijin dari
kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah atas nama Syarifuddin dengan Hj.
Mariam No.187/31/X/1997 tanggal 4 oktober 1997 dan dari pernikahan
Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang
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bernama Sdr. Andi Satria Putra Samudra (17 tahun) , Sdr. Andi Tirta Jala
Sakti (15 tahun) dan Sdri Andi Aulia Navy ( 14 tahun)
c. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis sampai
dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak desember 2014 kehidupan
rumah tangga Terdakwa mulai goyah karena Terdakwa memperlihatkan
gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada Saksi-1 selaku istri sah
dan ternyata benar Saksi-1 menemukan HP milik Terdakwa yang disimpan
dijok sepeda motor kemudian Saksi-1 membuka HP teserbut Saksi-1
melihat ada SMS dari Saksi-2 (Sdri Hj. Suri) yang berbunyi kemudian
“Kalau Papi mau bantuka turun besok, karena saya juga perlu dibantu,
saya juga istri papi jadi tolong kita turun besok sampai selesai urusanku,
kalau memang kasihan sama istrinya papi atau mau dibiarkan saja”
d. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 pada bulan Oktober 2014 kemudian
Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi-2 tentang kehidupan rumah
tangganya dengan Saksi-1 yang tidak lagi harmonis sehingga Terdakwa
ingin menceraikan Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa, mendengar
curahan hati Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa prihatin sehingga mulai
tumbuh rasa saling suka dan saling mencintai antara Saksi-2 dengan
Terdakwa akhirnya Saksi-2 yang berstatus janda menjalin hubungan
pacaran dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri
dengan Terdakwa.
e. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2,
sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami sitri atas dasar
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suka sama suka yaitu yang pertama kali di salah satu kamar dilantai 2
(dua) Hotel Antariksa di Surabaya pada bulan Februai 2015 di mana pada
saat itu Terdakwa dan Saksi-2 setelah berada di dalam kamar kemudian
mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling
merangsang diatas tempat tidur dengan cara saling meraba-raba,
berciuman setelah sama-sama merangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-
2 melepaskan pakaian masing-masing lalu Saksi-2 tidur terlentang diatas
tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 sambil
memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam
lubang kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik
turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa
menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi-2 dan pada
saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bermalam selama 4 malam di hotel tersebut
dan setiap malam melakukan hubungan badan layaknya suami isteri
kemudian pernah juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri
di salah satu Penginapan di Bali.
f. Bahwa pada tanggal 27 juli 2015 Saksi-1 merasa keberatan dan
mealaporakan perbuatan Terdakwa kepada pihak kesatuan Lantamal VI
Makassar kemudian pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaiakn secara
kekeluargaan namun Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk kembali
rukun dengan Saksi-1 sehingga pihak kesatuan Lnatamal VI Makassar
menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pengaduan secara resmi ke
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Polmal Lantamal VI Makassar pada 15 Februari 2016 untuk diproses
secara hukum yang berlaku.
Atau
Kedua :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada bulan juli 2000 lima belas setidak-tidaknya dalam
tahun 2015 di rumah Saksi-2 di Jln. Andi Kolo Desa Bulete Kec.
Pitumpanua Kab. Wajo Prov Sulses setidak-tidaknya di tempat-tempat lain
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah
melakukan tindak pidana:
“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusialaan”,
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1988
melalui pendidik Secaba Milsuk Angkatan VII/1 di Kodikal Surabaya
lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sinoal Dumai
kemudian dipindahkan ke Lantamal IV Tanjung Pinang, pada tahun
1993, dipindahkan ke lantamal I Belawan, pada tahun 1996
dipindahkan ke Lantamal VI Makassar, pada tahun 2006 dipindahkan
ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali Lantamal
VI Makassar sampai melakukan perbuatasn yang menjadikan perkara
ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P
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b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 oktober 1997 di kab. Maros menikah
secara sah dengan Saksi-1 (Hj. Mariam, SE) dengan mendapat ijin dari
kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah atas nama Syarifuddin dengan Hj.
Mariam No.187/31/X/1997 tanggal 4 oktober 1997 dan dari
pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 3 (tiga) orang
anak yang bernama Sdr. Andi Satria Putra Samudra (17 tahun) , Sdr.
Andi Tirta Jala Sakti (15 tahun) dan Sdri Andi Aulia Navy ( 14 tahun)
c. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis
sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak desember 2014
kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai goyah karena Terdakwa
memperlihatkan gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada
Saksi-1 selaku istri sah dan ternyata benar Saksi-1 menemukan HP
milik Terdakwa yang disimpan dijok sepeda motor kemudian Saksi-1
membuka HP teserbut Saksi-1 melihat ada SMS dari Saksi-2 (Sdri Hj.
Suri) yang berbunyi kemudian “Kalau Papi mau bantuka turun besok,
karena saya juga perlu dibantu, saya juga istri papi jadi tolong kita
turun besok sampai selesai urusanku, kalau memang kasihan sama
istrinya papi atau mau dibiarkan saja”
d. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 pada bulan Oktober 2014 kemudian
Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi-2 tentang kehidupan
rumah tangganya dengan Saksi-1 yang tidak lagi harmonis sehingga
Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa,
mendengar curahan hati Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa prihatin
53
sehingga mulai tumbuh rasa saling suka dan saling mencintai antara
Saksi-2 dengan Terdakwa akhirnya Saksi-2 yang berstatus janda
menjalin hubungan pacaran dan kemudian melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Terdakwa.
e. Bahwa pada tanggal 27 juli 2015 Saksi-1 merasa keberatan dan
mealaporakan perbuatan Terdakwa kepada pihak kesatuan Lantamal
VI Makassar kemudian pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaiakn
secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mempunyai keinginan
untuk kembali rukun dengan Saksi-1 sehingga pihak kesatuan
Lnatamal VI Makassar menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat
pengaduan secara resmi ke Polmal Lantamal VI Makassar pada 15
Februari 2016 untuk diproses secara hukum yang berlaku.
Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana dalam:
Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke -1 a KUHP
Kedua : Pasal 281 ke -1 KUHP
Mengingat:
a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer 130
b. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
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c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20
Oktober 2003 tentang nama, tempat kedudukan dan daerah hukum
Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer
Pertempuran serta Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur
Militer Pertempuran/
Menuntut
Agar perkara Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa
dan diadili di persidangan pengadilan Militer III-16 Makassar
dengan permohonan
a. Dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam
perkara ini:
1) Nama lengkap: Hj. Mariam, S.E., Pekerjaan: Ibu
rumah tangga, Tempat, tanggal lahir : Maros, 7 juli
1973, jenis kelamin, perempuan, agama Islam
Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal
Serdako Usman Harun No. 65 Kota Makassar
2) Nama lengkap : Hj. Suri, Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tanggal lahir : Lauwa, 28 Desember 1979,
Jenis Kelamin, Perempuan, agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal
Jln. Andi Kolo Desa Bulete, Kec. Pitumpanua Kb.
Wajo
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3) Nama lengkap : Rinto Bin Baco Tang, pekerjaan:
Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Siwa 25 juli 1978 ,
Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam
kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jln.
Andi Kolo Desa Bulete Kec. Patampanua Kab. Wajo
b. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti
1) Berupa barang : Nihil
2) Berupa surat :
a) 1 ( satu) lembar KTA atas nana Kapten Laut (T)
Andi Syarifuddin Nomor 162/KTP TNI/X/2014
b) 2 ( dua) lembar keterangan Nikah Agama
c) 1 ( satu) lembar foto copy KTAK Nomor 45/
KTAK TNI/VIII/2014 atas nama Hj. Mariam
d) 2 ( dua) lembar tiket pesawat Lion Air
Surabaya- Denpasar atas nama A. Syarifuddin/
A Sarif
e) 1 ( satu) lembar Nota Hotel Antariksa Surabaya
f) 1 (satu) lembar Nota Makassar Cottage Hotel 13
mei 2015
g) 1 ( satu) foto copy lembar Kutipan Akta Nikah
atas nama Syarifuddin dengan Hj. Mariam
No.187/31/X/1997 tanggal 4 oktober 1997
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h) 1 (satu) lembar surat keterangan lahir dari
Rumah Sakit Umum Siwa Kab. Wajo Nomor
384/RSUD SW/II/2016 tanggal 5 februari 2016
atas nama Andi Puta Arafah
i) 1 ( satu) lembar foto anak Terdakwa dengan Hj.
Suri
j) 2 (dua) lembar foto Terdakwa bermesraan
dengan Saksi-2
4. Tuntutan Penuntut umum atau Oditor
Pokok pokok tuntutan Oditor
1. Dengan mengingat pasal 281 ke-1 KUHP serta ketentuan perundangan lain
yang bersangkutan, kami mohon agar terdakwa Kapten Laut (T) Andi
Syarifuddin NRP 17923/P di patuhi.
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama
5(Lima) Bulan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
15.000(lima belas ribu rupiah).
5. Amar Putusan
Dari alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka dari itu
sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku, perlu adanya pertimbangan
hal hal yang dijadikan landasan sebagai alasan penebusan pidana yang telah
dilakukan oleh pelaku, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum
tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar,
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sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka oleh karenanya si pelaku harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggung
jawabkan segala kesalahannya.
Mengingat pasal 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu A. SYARIFUDDIN Amd.
Kapten Laut (T) NRP. 17923/P, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat- surat:
a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kapten Laut (T) Andi
Syarifuddin Nomor 162/KTP TNI/X/2014.
b. 1 (satu) lembar Konsep Surat keterangan Nikah.
c. 1 (satu) lembar foto copy KTAK Nomor 45/KTAK TNI/VIII/2014 atas
nama Hj. Mariam.
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d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Syaripudin dan Hj.
Maryam Nomor: 187/31/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantimurung Kab. Maros.
e. 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air atas nama A. Syarifuddin dan
Suri tanggal 19 Februari 2015 dari Denpasar ke Ujung Pandang.
f. 1 (satu) lembar Nota Hotel Antariksa Surabaya dari tanggal 15
Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.
g. 1 (satu) lembar Nota Makassar Cottage Hotel tgl 13 Mei 2015.
h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Siwa
Kab. Wajo. Nomor 384/RSUD SW/II/2016 tanggal 5 Februari 2016
atas nama H. Andi Putra Arafah.
i. 1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan Hj. Suri
j. 2 (dua) lembar foto Terdakwa bermesraan dengan saksi Hj. Suri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima
belas ribu rupiah).
6.Analisa Penulis
Berdasarkan Posisi kasus yang telah diuraikan sebelumya, bahwa dakwaan
oleh Oditor memuat pasal 281 ke 1 dan Pasal 284 ayat 1 KUHP yang di mana
sanksi masing- masing pasal tersebut minimal 9 bulan dan maksimal dua tahun
delapan bulan penjara tetapi dalam tuntutan jaksa penuntut umum atau Oditor
hanya di kenakan 5 bulan penjara untuk terdakwa sehingga ini mendandai adanya
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ketidaksesuai amanat dalam pasal yang di kenakan untuk terdakwa serta
pertimbangan hakim pengadilan militer dalam amar putusanya telah memenuhi
unsur dan syarat pidananya terdakwa walaupun dakwaan pertama harus gugur
karna  syarat formil tidak terpenuhi yaitu lewatnya tenggang waktu pengaduan
namun dakwaan kedua terbukti di lakukan oleh terdakwa. Hal ini di dasarkan
karna dakwaan kedua tidak merupakan tindak pidana aduan dan adanya
keterkaitan antara keterangan para saksi,Terdakwa dan alat bukti yang diajukan
oleh Oditur saat pemeriksaan dalam persidangan.oleh karena itu,hakim pengadilan
Militer III-16 Makassar  menyatakan dalam amar putusanya bahwa terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan pasal 281
ke 1 KUHP” Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Pengambilan keputusan sangat di perlukan oleh hakim dalam menentukan
putusan yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus dapat mengelola
dan memproses data-data yang di peroleh selama persidangan dalam hal ini
mencakupi bukti-bukti, keterangan saksi, Pembelaan, serta tuntutan Oditur
maupun sisi Psikologis Terdakwa. Sehingga keputusan yang akan di jatuhkan
kepada terdakwa  dapat di dasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan
dan profesionalisme.
Selain dari pada aspek normative  diatas, dari hasil wawancara dengan
Hakim ketua dan sekarang sementara menjabat sebagai Kadilmil III-16 Makassar,
Farida Faisal, S.H.,M.H. yang memutus perkara tersebut. Beliau membenarkan
mengenai isi dari putusan tersebut. Menurutnya penjatuhan sanksi pidana
mengenai tindak pidana kesusilaan yang di lakukan oleh kapten laut atas nama
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Andi Syarifuddin,Amd sudah tepat karena perbuatan tersebut  dari keterangan
saksi dan terdakwa serta alat bukti berupa foto terdakwa sedang bermesraan di
tempat umum dengan lawan jenisnya.
Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 3(tiga) bulan di berikan kepada
terdakwa setelah menimbang aspek sosiologis di mana tuntutan Oditur yaitu
selama 9 bulan kepada terdakwa karena hakim menilai perbuatan terdakwa sudah
dimaafkan oleh keluaraga sahnya dan terdakwa juga mengakui kesalahanya serta
terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.
Untuk penjatuhan pidana tambahan berupa pemecetan dari dinas militer itu
tidak di berikan karna terdakwa masih di butuhkan di kesatuan militer tapi tidak
menuntut kemungkinan terdakwa setelah di putus di pengadilan militer akan di
adakan sidang kode etik kesatuan terdakwa ini sesuai dengan amanat PP No.39
Tahun 2010 Tentang  administrasi Prajurit khususnya Bab III Wewenang Ankum
Bagian Kesatu,kewenangan Ankum pasal 10 berbunyi
”Ankum berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiblin
kepada setiap prajurit  yang di bawah wewenang komandonya” 22
Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer
III-16 Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan
secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus
berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang
mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan
Oditur. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim disebabkan
22Farida faisall (48 Tahun), Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Wawancara, Makassar, 5
Februari 2018.
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,penulis berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan tindak asusila yang
merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak disiblin dan tata kehidupan di
lingkungan kesatuan dalam ruang lingkup dinas militer,Penerapan Ketentuan
Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI sebagai pelaku Tindak Pidana merusak
kesopanan/kesusilaan di depan umum dalam Perkara Nomor : 06-K/PM III-
16/AL/I/2017 tidaklah tepat karena sesuai dengan pasal yang  di jeratkan untuk
terdakwa adalah pasal 281 ke 1 KUHP yang berbunyi
”barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum maka Di hukum penjara
selama-lamanya dua tahun delapan  atau denda sebanyak-banyaknya”23
kemudian tuntutan oleh Oditur yaitu 9 (Sembilabulan) akan tetapi pada
akhir putusan,majelis hakim meberikan sanksi yang sangat ringan kepada
terdakwa yakni 3 bulan.
Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidak sesuaian antara
putusan dengan peraturan yaitu pasal 281 ke 1 Kitab undang-undang hukum
pidana.Ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat
hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-
undangan. Namun, Muliyono,S.H.sebagai hakim di Pengadilan Militer III-16
Makassar menjelaskan bahwa yang  menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan tidak lain berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan
berlandaskan pada undang – undang dan hukum beracara. Ia juga menjelaskan
bahwa hakim memiliki hak yang merdeka untuk memutuskan perkara pidana,
23R.Soesilo KUHP.serta komentar-komentarnya .(Bogor.Politea:1996) h.89
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artinya keputusan hakim tidak tunduk pada dakwaan penuntut umum, bisa saja
menyetujui surat dakwaan dan bisa saja bertentangan.24
Di tambah lagi sebelumnya dengan kasus kasus serupah yang diadili di
pengadilan militer III Makassar,hakim memutus dengan pidana tambahan di pecat
dari dinas militer mungkin ini bisa menjadi rujukan pertimbangan untuk kasus
tindak pidana kesusilaan atau bisa di jadikan sebagai yurisprudensi.
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Tindak Pidana Kesusilaan.
1. Pertimbangan Hakim
Apabila Proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus
mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada
terdakwa.Untuk itu hakim di tuntut untuk menelaah terlebih dahulu tentang
kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti bukti yang
ada dan di sertai keyakinan dengan menggunakan metode penafsiran, kontruksi,
dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian
atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan
selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi
pidana terhadap perbuatan yang di lakukan.
Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya
pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak
dituangkan dalam putusan.Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa,
24Mulyono (42 Tahun), Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Wawancara, Makassar, 5
Februari 2018.
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Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan
pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana Nomor 06-K/PM III-16/AL/I/2017dan setelah mendengar keterangan-
keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, maka dapat
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut.
1. Bahwa benar kehidupan berumah tangga terdakwa dengan saksi Hj
maryam, SE. awalnaya berjalan harmonis namun sejak bulan desember
2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis
dikarenakan Saksi Hj Maryam,SE. selaku istri menuduh Terdakwa
selingkuh dengan perempuan lain bahkan sering menghancurkan barang
pribadi Terdakwa berupa foto dan membawa pakaian dinas Terdakwa ke
rumah orang tua Saksi Hj Maryam,SE. di maros.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Hj Suri mau melakukan hubungan
layaknya suami istri karena terdakwa berjanji akan menikahi saksi Hj suri
sehingga kemudian pada hari sabtu tanggal 28 februari 2015 di rumah
Sdr.Iwan di desa karangsari Kec.Sukodono Kab.Lumajang jawa timur
terdakwa dan saksi Hj Suri menikah secara siri yang di nikahkan oleh
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uztadz H.Muhaddin tanpa di hadiri saksi atau wali tetapi hanya Terdakwa
dan saksi Hj suri saja.
3. Bahwa Terdakwa mengakui pernikahanya secara siri dengan saksi Hj suri,
tidak sah karena di samping tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya
ada ijab qobul saja.
4. Bahwa benar terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak
pidana militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh hari” sehingga di jatuhi pidan penjara selama 2
(bulan) berdasarkan putusan pengadilan militer III-16 Makassar Nomor
PUT/33-K/PM.III-16/AL/II/2016 tanggal18 maret 2016 dan saat ini masih
dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan pertama diharuskan adanya syarat
formal untuk melakukan penuntutan yaitu adanya pengaduan
dari saksi Hj. Maryam SE. namun dalam perkara ini pengaduan
yang dilakukan oleh saksi Hj. Maryam SE, pada tanggal 15
Februari 2016 sudah melebihi batas waktu 6 (enam) bulan sejak
diketahuinya perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang
ditentukan oleh pasal 74 KUHP karena saksi Hj. Maryam SE.
Pertama kali mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa pada tanggal 25 Juli 2015, sehingga dengan demikian
maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan atas dakwaan
alternatif pertama tidak dapat diterima sehingga dengan
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sendirinya Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan
alternatif kedua saja.
Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Unsur kesatu: Barangsiapa
yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai
dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada
perundang- undangan RI dan mampu untuk bertanggungjawab
atas tindakannya. Termasuk terdakwa sebagai prajurit TNI juga
tunduk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.
Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan keterangan
dari para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta
hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL
pada tahun 1988 melalui pendidik Secaba Milsuk Angkatan
VII/1 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat
Serda, ditugaskan di Sional Dumai kemudian dipindahkan ke
Lantamal IV Tanjung Pinang, mengikuti pendidikan Sus Sar
Prov di Lantamal IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993
dipindahkan ke Lantamal I Belawan, pada tahun 1996
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dipindahkan ke Lantamal VI Makassar, pada tahun 2006
dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012
dipindahkan kembali Lantamal VI Makassar, kemudian
tahun 2014 ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara
sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini
dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 17923/P.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini
masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan
mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan
kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa
sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan
Terdakwa sebagai Prajurit Terdakwa juga tunduk pada
kekuasaan peradilan militer dimana Terdakw diajukan
sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer yaitu A. Syaripudin S Amd. Kapten Laut (T) NRP
17923/P. Yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai
Terdakwa.
3. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa dan para saksi
dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang
tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor:Sdak/167/XI/2016 tanggal 18 November 2016,
beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok
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antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam
perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona)
yang diajukan kemuka persidangan.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.
Unsur kedua: dengan sengaja dan terbuka
Bahwa menurut Memory vsn Toelichting (MvT)
yang di maksud “dengan sengaja” atsu kesengajaan adalah
bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah
menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan
beserta akibatnya.
Bahwa yang dimaksud “terbuka” menurut
pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang
(untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh
umum.Mislanya tempat- tempat terbuka lapangan, pinggir
jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat
yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun
dilakukan di tempat yang bukan umum.(Putusan Hoge
Road/HR tanggal 12 Mei 1902).
S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak
Pidana di KUHP berikut uraiannya, menjelaskan bahwa
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yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka”
(Open Baar atau hampir sama dengan Open Lijk) ialah di
suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu
atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau
disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di
tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau
“terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat dimana
orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal
tersebut.
Prof Dr Jur Andi Hamzah menjelaskan pengertian
di muka umum menjadi “di tempat yang menjadi lalu lintas
umum”. Di tempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah
lebih luas daripada di muka umum. Di tempat yang menjadi
lalu lintas umum seperti jalan raya, di taman, di lapangan, di
mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan
para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta
hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa
ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara
kemudian pada tanggal 25 November 2014 kenal dengan
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saksi Hj. Suri di desa Munte di kabupaten Wajo karena
ketika itu saksi Hj. Suri meminta tolong kepada
Terdakwa karena kayu milik saksi Hj. Suri ditangkap
oleh anak buah Terdakwa sehingga sejak perkenalan
tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi Hj.
Suri semakin akrab dan Terdakwa mengatakan kepada
saksi Hj. Suri kalau rumah tangganya dengan saksi Hj.
Maryam sudah tidak harmonis sehingga saksi Hj. Suri
merasa kasihan dan memutuskan untuk menjutkan
hubungan pacaran dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan
pacarn dengan saksi Hj. Suri sudah sering kali
melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan
yang pertama kali pada bulan Februari 2015 di Hotel
Antariksa di Surabaya pada saat Terdakwa mengikuti
Dik Matra di Kodikal Surabaya, saksi Hj. Suri ikut ke
Surabaya dan menginap di salah satu kamar di Hotel
Antariksa bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Hj. Suri berada
dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar
selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. Suri saling
merangsang dengan cara saling meraba, berciuman lalu
masing- masing membuka pakaian sendiri kemudian
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saksi Hj. Suri berbaring diatas tempat tidur dengan posisi
terlentang selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh saksi
Hj. Suri dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah
tegang kedalam lubang kemaluan saksi Hj. Suri sambil
menggoyang- goyangkan pantat naik turun kurang lebih
30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan air
maninya di dalam lubang kemaluan saksi Hj. Suri.
4. Bahwa benar menurut terdakwa pernikahan secara siri
dengan saksi Hj.suri,tidak sah karena di samping tidak
ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja.
5. Bahwa benar tempat-tempat terdakwa berpelukan dan
mencium saksi Hj suri di bandara Sultan Hasanuddin
Makassar dan di teras rumah saksi Hj suri di jln.Andi
Kollo Desa Bulete Kec.Patumpanua Siwa Kab.Wajo
serta di daerah Wisata kabupaten Luwu merupakan
tempat terbuka yang dapat di lihat oleh siapa saja dan
bagi yang melihatnya dapat menimbulkan rangsangan
birahi.
Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa
unsure kedua’’Dengan Sengaja dan terbuka “telah
terpenuhi.
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Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan
Bahwa yang di maksud “kesusilaan “ adalah
kesopanan,sopan santun,keadaban.
Bahwa yang di maksud dengan melanggar kesusilaan
dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar
kesopanan,sopan santun,keadaban di bidang kesusilaan
yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan
tertentu lainya yang dapat menimbulkan perasaan
malu,perasaan jijik atau terangsangya nafsu birahi orang
lain seperti melakukan ciuman,meraba-raba maupun
sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabiladi
lihat orang lain maka orang tersebut akan merasa
malu,jijik dan terangsang ,serta merusak
kesopanan,perbuatan tersebut juga harus bertentangan
dengan adat kebiasaan daerah setempat.
Bahwa yang di maksud dengan “melanggar kesusilaan”
adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang
berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu
melanggar kesusilaan atau tidak, perlu
mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang  berlaku
menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.
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Bahwa berdasarkan dari terdakwa dan keterangan dari
para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan
setalah menghubungkan satu dengan lainya,maka di
peroleh fakta hukum sebagai berikut ;
1. Bahwa benar pada bulan April 2015 setelah terdakwa
selesai melaksanakan pendidikan Matra I di kodikal
Surabaya Terdakwa Pulang Ke Makassar setibanya
di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,Terdakwa
di jemput oleh saksi Hj.Suri dan setelah kemudian
Terdakwa memeluk dan mencium saksi Hj Suri di
area bandara Sultan Hasanuddin dan ketika terdakwa
melakukan perbuatan tersebut diabadikan oleh anak
saksi Hj Suri dengan cara di foto dengan
menggunakan Hanphone sebagaimana yang terlampir
dalam barang bukti berupa foto dan setelah itu
Terdakwa dan saksi Hj Suri langsung pulang ke
rumah saksi Hj Suri di jln.Andi Kolla Desa Bulete
Kec.Patumpanua Siwa Kab.Wajo.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat
mengendalikan hawa nafsunya dan cenderung
Terdakwa melampiaskan kepada saksi Hj suri
padahal terdakwa tidak ada halangan untuk
menyalurkan hasrat seks-nya kepada istrinya yang
73
sah yaitu saksi Hj Mariam, hal ini menunjukkan
bahwa terdakwa lebih mementingkan hasrat
birahinya dari akibat yang di timbulkan dari
perbuatanya walaupun hal tersebut di lakukan suka
sama suka.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut
dapat merusak rumah tangganya sendiri dan dapat
pula mencemarkan nama baik TNI AL khusunya
kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
Menimbang : Bahwa tujuan majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
memidana prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana ,
tetapi yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang
benar menjadi prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan
falsafah Pancasila dan Sapta Marga serat Sumpah Prajurit.oleh
karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan
hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya
yaitu ;
Hal –hal yang meringankan ;
1. Terdakwa beterus terang mengakui kesalahanya sehingga memperlancar
jalanya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatanya serta berjanji tidak akan
mengulangi perbuatanya.
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3. Terdakwa telah menceraikan saksi Hj Suri dan berjanji tidak akan
berhubungan lagi dengan saksi Hj.Suri dan berjanji tidak akan
berhubungan lagi dengan saksi Hj.Suri karena Terdakwa sudah kembali ke
istri dan anak-anaknya
4. Terdakwa berjanji akan memberikan santunan kepada anak hasil
perbuatanya dengan saksi Hj Suri.
Hal-hal yang Memberatkan
1. Pebuatan terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangganya sendiri
2. Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL khusunya
kesatuan terdakwa di mata masyarakat.
3. Terdakwa telah berulangkali melakukan persetubuhan dengan saksi
Hj.Suri hingga saksi Hj Suri hamil dan melahirkan seorang anak.
Menimbang : Bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk
menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan
pembinaan personil agar perbuatan ini tidak di tiru oleh prajurit
lainya dan mencegah terulangnya kejadian ini.oleh karena itu
dalam perkara ini mejelis hakim akan mempertimbangkan
pemidanaan sebagaimana dictum putusan di bawah ini.
Menimbang : Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan
hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman
bagi yang bersalah harus ada sanksi yan tegas,tujuan penghukuman
juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat
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menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatanya.oleh
karena itu Majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana
penjara dari Oditur Militer di pandang masih terlalu
berat,sehinggah patut,layak dan adil apabila atas diri Terdakwa di
jatuhkan pidan penjara yang lebih ringan dari tuntutan(requisitoir)
Oditur Militer.
Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut
di atas majelis hakim berprndapat bahwa hukuman sebagaimana
tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan
kesalahan terdakwa.
Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana,maka terdakwa
harus di bebani untuk membayar biaya perkara
Memibang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini tetap di lekatkan oleh
berkasa perkara.
Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.
2. Analisi Penulis
Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa
adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun
seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan.Dalam KUHP juga sudah jelas
tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
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kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya Karena itu putusan yang dijatuhkan
oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan.
Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan sanksi
terhadap pelaku Tindak Pidana melanggar kesusilaan yaitu Hakim menganggap
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI.
Dimana menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti melanggar Kesusilaan dan
tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI.
. Namun  Penulis berpendapat hakim dalam mengugurkan Dakwaan
alternatif pertama pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP sudah tepat di karenakan istri
sah terdakwa sebagai pihak yang di rugikan melewati tenggang waktu pengaduan
yaitu ia pertama kali mengetahui perbuatan yang di lakukan pada tanggal 25 Juli
2015  dan baru mengadukan pada tanggal 15 Februari 2016 serta ini di tentukan
dalam pasal 74 ayat 1 KUHP yang berbunyi”Pengaduan hanya boleh di masukkan
dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui
perbuatan yang di lakukan itu,kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini atau dalam
tempo Sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu,kalau berdiam di luar Negara
Indonesia”.
Dalam hal ketentuan tempoh pengaduan ini ada satu kecualian tersebut
dalam pasal 293 ayat 3 yang berbunyi” Tempo yang tersebut dalam pasal 74, di
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tentukan buat satu satunya pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan.(K.U.H.P.
89,285,298).
Serta dalam Putusan Pengadilan Militer III Makassar yang memberikan
sanksi kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana kesusilaan nomor : 06-K/PM
III-16/AL/I/2017 dengan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 3
(tiga)bulan,menurut penulis kurang tepat di karenakan dari mempelajari posisi
kasus, dakwaan, tuntutan,serta keterangan saksi-saksi dan Perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan serta
mengingat terdakwa dalam dakwaan penuntut umum atau Oditur bahwa terdakwa
pernah melakukan”Diserse” sehinggah di jatuhi pidana penjara selama 2(dua)
bulan berdasarkan Putusan pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/33-
K/PM.III-16/AL/II/2016 serta akibat perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan
yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita yang bukan
istrinya akibatnya Terdakwa memiliki anak dari wanita tersebut.
Di samping itu adanyaSurat telegram konfedensial(STK) panglima TNI
No.198 tahun 2005 tentang kesusilaan yang mengistruksikan bahwa setiap
anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat oleh
dinas militer,ini menandakan maraknya kasus tindak pidana kesusilaan dalam
ruang lingkup TNI.seharusnya hal hal yang di uraikan oleh penulis serta dakwaan
oleh Oditur menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan
sanksi kepada pelaku tindak pidana kesusilaan.namun, Puspayadi,S.H sebagai
Hakim Anggota di Pengadilan Milter III-16 Makassar menjelaskan bahwa yang
untuk STK panglima TNI tentang tindak pidana kesusilaan itu  memang bisa di
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terapkan akan tetapi dalam kasus tindak pidana kesusilaan Nomor : 06-K/PM III-
16/I/2017 tidak di terapkan karna pihak yang di rugikan yaitu istri telah
memaafkan dan Terdakwa juga sudah mengakui kesalahanya.
Hal ini membuat pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan
tindak pidana kesusilaan kurang cermat.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari rumusan masalah yang di uraikan sebelumnya, berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut :
Pada pasal yang di dakwaakan Oditur terhadap pelaku tindak pidana
kesusilaan sudah tepat yaitu pasal 281 ke 1 dan  284 ayat (1) KUHP akan tetapi
dalam penuntutan hanya 5 bulan pidana penjara yang di tujukan oleh
terdakwa,sehingga menurut penulis ada kekeliruan dalam penuntutan oleh Oditor
di karenakan dalam amanat pasal 281 ke 1 KUHP maksimal hukuman penjaranya
adalah dua tahun delapan bulan penjara di tambah lagi di dalam putusan yang di
jatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai peraturan yang ada yaitu Surat Telegram
Konfedensial(STK) Panglima TNI No.198 Tahun 2005 tentang kesusilaan yang di
mana isinya Setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus
di pecat dari dinas militer tetapi dalam amar putusan yang di jatuhkan Hakim
hanya menerapkan  pidana pokok saja tidak ada pidana tambahan berupa
pemecatan dari dinas.
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan
dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil.
Menurut pasal 281 ke 1 Kitab undang undang hukum pidana, Hakim
mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa unsur, yakni Barang siapa,
Dengan sengaja dan terbuka, Melanggar Kesusilaan, dimana semuanya telah
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dijelaskan secara rinci dan terbukti dalam proses persidangan Namun untuk pasal
284 ayat 1 KUHP harus gugur untuk di kenakan oleh terdakwan karna pelapor
atau istri sah terdakwa melewati batas pengaduan yang telah di atur oleh pasal 74
ayat 1 KUHP  serta pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim
dalam mempertimbangkan kasus tersebut tidak menjatuhkan pidana yang sesuai
dengan pasal 281 ke 1 KUHP Sebab dalam fakta yang terungkap di persidangan,
perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada wanita
yang bukan istri sahnya dilakukan secara berulang, sehingga wanita tersebut
melahirkan anak dari terdakwa, terdakwa pernah pula di putus oleh pengadilan
militer III-16 Makassar melakukan diserse dengan Nomor PUT/33-K/PM.III-
16/AL/II/2016 dan hakim tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu hal-hal
yang memberatkan. Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya 3 (tiga)
bulan penjara dan tuntutan penuntut umum atau Oditur yakni pidana selama 5
(Lima) bulan penjara sedangkan maksimal pidana penjara tindak pidana
kesusilaan pasal 281 ke 1 kuhp  adalah maksimal dua tahun delapan.
B.Implikasi Penelitian
Dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek
aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman
terhadap pelaku dapat meberiksan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan
yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi dapat
menjadi pelajaran bagi perajutit TNI yang lainya, hal ini dikarenakan dalam
beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-
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hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan
jauh dari apa yang semestinya.
Para penegak hukum di harapakan mampu memberikan keadilan dengan
seadil-adilnya seperti halnya kasus kesusilaan yang di lakukan  oleh anggota TNI
serta kedepanya aturan tentang  kejahatan dapat diadili oleh Pengadilan Negeri
saja tidak di ruaang lingkup Pengadilan Militer yang nuasanya menutupi beberapa
kebenaran kasus.
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